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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUILIK INDONIESIA

NOMOR 339 TATIUN 200200
TENTANG

PENETAPAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAL

MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO

MENTERI AOAMA REPUBLIK INDONIEESIA,

vl

h.

.

balwn  dalam  rangka  meninpkatkan akses  pendidikan
maddrasah yang bermutu, perlu membenkan kesempatan
masvarakal  melalui orpaoisast berpalan liikum untuk
menyelenggarakan madrasah sesual denpan standar nasional
pendidikan;

bahwa madraspbh yang tereantum i bowaeh  ani twelah
memenuhi persyamtan administratif, teknis, dan kelayakan
vang telal ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul o dan b odi atas, perlo menetapkan Keputosian
Menteri Agama Republik Indonesin lerniang Pemberinn zin
Operasional Pendirian Madrasah MAS MISBAHUL ULUM
WONOKERTO

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidiknn Nasional (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahnn Lembaran Negara Republik
Indonesur Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang (Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Hepublik Indenesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia
Nomaor 4586G);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesio
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesin Nomor 4496] scbhagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tabun 2013 lentang
Perubahan ntas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Stardar Nasional Pendidikan (lembaran Negarm
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesin Nomaor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar  Pendidikan  Dasar  (Lembaran  Negara Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008  tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4804];

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor
194, Tambnhan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
494 1)

Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penvelenggaraan Mendidikon  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20010 Nomor 23, Tambuahan
Lembaran  Negarn  Republik  Indonesin . Nomor 5150
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Menetapkan
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KETIGA

sebapmimann telah dinbah dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 66 Tahun 2010 1emang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintnh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelenggarnan Pendidikin (Lembaran Negarn Republik
Intlonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Ho Peraturan Menterd Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar  Sarann dan Prasarana Untuk Sckolah
Prasar/ Madmsah Iblidaivah, Sekolah Menengah
Pertamn/ Madrasah  Tsanawivah, dan Sckolah  Menengah

: Atas/Madrpsah Alivah;

Pernturan Menterd Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
1("Iil|l|l|1 Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan i
Kabupaten/Kotn sebagaimana telah diubah menjadi

Pevaturan Menten Pendidiknn dan Kebudayann Nomor 23

Tahun 2003 tenang Perubaban atas Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomaor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelavanan Minmal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

0. Peraturnn Menter Apnma Nomor 2 Tabun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agnma Islom dion Baluisa Arb dil Madrosah;

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madiasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekolah (Benta Negara Republik Indonesia Trhun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diuvbah dengan Peratoran
Menten Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12, Prmturan Menter] Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penvelengegaran 'endidikan Madrasnh [Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Didang Pendidikan

Madrasah Nomon B-03271/KW.73/ND-4/30/V1/2020
Tanggal 30 Juni 2020

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kahupaten Luwu Utara Nomor: B-00002/KK.7322/RK-
4/20/V /2020 Tanggal 20 Mei 2020

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS
MISBAHUL ULUM WONOKERTO

: Memberikan  lzin  operasional  pendirian  madrasah kepada

madrasah  sebapnimana  tercantum dalam Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darl Keputusan ini,

- Setelah jangka wiaktu 4 (empal) tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib:

a. menvampaikan laporan perkembangan madrasah ]-:cpa_da
Kepala Kantor Kementerian Agama )'ang_mcmum paling
sedikil perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanann pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mcnpjuE:n pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepadn BAP-S/M sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Dalam hal perkembarigan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi  sebagaimana dimaksud Diktum Kedua hurul b
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 334 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

\ 1 ']Namn Madrasah

|

MAS MISBAIIUL ULUM WONOKERTO

131273220019

Jonlnn Le B H Desi Wonnkerio

Desa/ Keluralan Wonnkerto
Kecamatan Sukamaju Selatan
Kabupaten Luwu Utiara

Provinsi Sulawesi Selatan

vavasan Pendidikan Islam Mishahul Ulum
Wonokertno

| C-113.11T.03.01 trwan Rustam S.H, M.Kn
Tanpgal 14 Juli 2005

|I 2 | Nomor Statistik Madrasah
I| 3 ] Alamat Madrasah
I
.
| |
| |
" ¥ ]
4 | Nama Organisasi Penyelenggara
-
|
5 | Akte Notaris Orgnnisasi
"Penyelenggarm
6 Pengesahan Akle Notaris

| (Organisasi Penvelenggara

AHU-0002344 AH.01.04. TAHUN 2015
Tangpal 16 Februari 2020
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KEEMPAT

KELIMA

mendapal - peringkat  minimal €, maka izin  operasionnl
sebhapaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku

tDalam hal perkembangan madmsah  sehagmimana dimaksued

dalam  Diktum Kedun huruf a dinidai memenubn standar
pelayanan minimal penyelengearnan pendidikan danfatau hasil
akreditasi sehagaimana dimaksud Diktum Kedus hural b tdak
mendapal  peringkal  minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabult,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.,

Ditetapkan i Makassar
pada tanggal 30 Juni 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

pal A KANTOR WILAYAH

UENTERIAN AGAMA PROVINSI
R — "
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